KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DALAM PERIZINAN INVESTASI
DI PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh
AIDILA PUTRI YAZIR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016


http://www.kvisoft.com/pdf-merger/

ABSTRACT

THE PERFORMANCE OF INVESTMENT BOARD AND INTEGRATED
LICENSING SERVICES IN THE INTEGRATED INVESTMENT
LICENSING IN PROVINCE OF LAMPUNG
By
AIDILA PUTRI YAZIR
This research based on the disparity of performance appraisal licensing services
investments, because based on Performance Accountability Report of Investment
Board and Integrated Licensing Services of Lampung Province stated that the
agency has been providing licensing services very well, but on the contrary is
based on survey results Corruption Eradication Commission, service performance

at Lampung province was included in the second worst category in Indonesia after

Medan City.

Research question of this research is : “How is the performance of Investment
Board And Integrated Licensing Services in the investment licensing in Lampung
Province?”. The objective of this research is to understand the performance of
Investment Board And Integrated Licensing Services in the investment licensing

in Lampung Province.

Type of this research is qualitative approaching. The informant consisted of the
body of the Investment and Integrated Licensing Services and the Indonesian
Young Entrepreneurs Association. Collecting technique is done through
interviews and documentation. The data were then analyzed through the stages of

data reduction, data presentation and conclusion.



This research shows that the performance of Investment Board and Integrated
Licensing Services in Licensing Investment in Lampung Province is in good
condition. This circumstance is based on the answers of stakeholders that
provided positive mark to several performance indicators such as : (1) Input, 55 of
105 employees are in bachelor degree and work in the field of licensing services
in licensing investment. The facilities are adequate in order to support the
performance. (2) Process, has been done according to the procedure of License
Procedure as a guidance for officer and people in the services of investment, and
punctuality has appropriated to SOP. (3) Output, is appropriate to the investment
permission planning which has 41 investment licensing. (4) Outcome, is users
(industrialist) get gratified service by fast service, precision service with friendly
servant. (5) Benefit has been completed by Investment Licensing Letter for
Lampung entrepreneur that use as a requirement put their investment and fulfill
legality aspect. (6) impact, has been completed by economic growth and

entrepreneur has bigger capital.

Key words: Performance, Investment Board and Integrated Licensing Services,
Investment Licensing



ABSTRAK
KINERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DALAM PERIZINAN INVESTASI
DI PROVINSI LAMPUNG
Oleh

AIDILA PUTRI YAZIR
Penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan penilaian kinerja pelayanan
perizinan investasi, sebab berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPMPPT) Provinsi Lampung dinyatakan bahwa badan ini telah memberikan
pelayanan perizinan dengan sangat baik, tetapi sebaliknya berdasarkan hasil

survey KPK, kinerja pelayanan BPMPPT Provinsi Lampung termasuk dalam

kategori terburuk kedua se-Indonesia setelah Kota Medan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana Kinerja Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Perizinan Investasi di Provinsi
Lampung?” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Perizinan Investasi di

Provinsi Lampung

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan terdiri dari
pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara dan dokumentasi. Data selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu dalam perizinan investasi di Provinsi Lampung
masuk dalam kategori baik, yang ditunjukkan oleh enam indikator yang diajukan,
sebanyak 4 indikator masuk dalam kategori baik (jawaban positif) dan 2 indikator
masuk dalam kategori cukup baik (ada jawaban positif dan negatif). Adapun
rincian penilaian positif terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut: (1)
Masukan (input) yaitu dari 105 pegawai terdapat 55 pegawai yang memiliki
kompetensi pendidikan S1, para pegawai melaksanakan kinerja di bidang
pelayanan perizinan investasi. Sarana prasarana cukup memadai dalam
melaksanakan Kkinerja (2) Proses (Process), yaitu sudah terlaksananya proses
sesuai dengan Prosedur Tetap Penerbitan Perizinan sebagai panduan bagi petugas
dan masyarakat dalam pelayanan perizinan investasi, dan ketepatan waktu sudah
sesuai SOP. (3) Keluaran (output), yaitu sudah sesuai dengan rencana izin
investasi yaitu sebanyak 41 izin investasi (4) Hasil (outcome), adalah pihak
pengguna (pengusaha) mendapatkan pelayanan yang memuaskan dengan
kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan dan sikap pelayanan yang ramah (5)
Manfaat (benefit), telah dicapai dengan adanya Surat Izin Investasi bagi
pengusaha di Provinsi Lampung yang dimanfaatkan sebagai persyaratan
menanamkan investasinya dan pemenuhan aspel legalitas usaha.(6) Dampak
(Impact), telah dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan

pengusaha memiliki modal yang semakin besar.

Kata Kunci: Kinerja, BPMPP, Perizinan Investasi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah terakhir kali diatur berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan
Daerah.Secara gamblang ditegaskan bahwa daerah  melaksanakan
pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Terkait perihal pembangunan menurut (Sukirno, 2004: 98).suatu negara atau
daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terdapat penambahan
produksi barang atau jasa yang dihasilkan negara atau daerah tersebut.
(Sukirno, 2004: 165) menyatakan bahwa untuk menambah produksi barang
dan jasa dibutuhkan tambahan aliran modal atau investasi yang masuk. Aliran
modal tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun usaha yang pada
akhirnya akan menyerap tenaga kerja dan faktor produksi lainnya di daerah
tersebut. Semakin banyak aliran modal yang masuk ke suatu daerah, semakin

tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut.



Salah satu perhatian utama pemerintah pusat saat ini adalah meningkatkan
pertumbuhan investasi. Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menarik
investor baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama bilateral dengan
negara-negara tujuan ekspor baru mulai dijajaki. Berbagai paket kebijakan
diberikan, mulai dari peningkatan insentif pajak, deregulasi peraturan-

peraturan dibidang impor, ekspor, perizinan, dsb (Sukirno, 2006: 246 )

Langkah Pemerintah Pusat tersebut tentunya tidak akan memperoleh hasil
seperti yang diinginkan tanpa didukung oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah
Daerah harus memberikan dukungan yang tidak kalah seriusnya terhadap apa-
apa yang telah dilakukan Pemerintah Pusat bagi dunia usaha. Pemerintah
Daerah sangat terkait dengan dunia usaha karena didaerah lah dunia usaha
tersebut melakukan aktivitasnya. Apabila dunia usaha di daerah tumbuh dan
berkembang, maka semakin tinggi kesempatan kerja bagi masyarakat, yang

pada akhirnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat meningkat.

Berkaitan dengal hal tersebut, maka Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
yang bersinggungan dengan dunia usaha tentunya harus memberikan
dorongan dan kemudahan kepada dunia usaha selama mereka tidak
melanggar ketentuan perundang-undangan. Seperti yang di terapkan oleh
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tanggung jawab
utama SKPD atau organisasi pemerintah adalah menjalankan undang-undang
yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Lahirnya Undang—
Undang tentang Pemerintahan Daerah telah membawa paradigma baru dalam

Pemerintahan Daerah yang menawarkan perubahan fungsi utama yang



semula sebagai promotor pembangunan menjadi pelayan
masyarakat.Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok

aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dengan semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab yang diemban,
maka diharapkan Pemerintah Daerah memiliki kemampuan lebih dan
memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara
efektif dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, peningkatan kemampuan
birokrasi mutlak diperlukan dalam mengambil inisiatif perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan serta dalam merespon setiap tuntutan dan
aspirasi masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pelayanan yang lebih
andal, professional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat

dan dinamika perubahan lingkungan.

Menurut data yang dipublikasikan oleh BPMPPT melalui Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dikatakan
bahwa kinerja BPMPPT berpredikat “sangat baik”. Berdasarkan laporan
tersebut, BPMPPT telah berhasil meningkatkan nilai realisasi investasi secara
keseluruhan baik PMDN dan PMA di Provinsi Lampung sebesar 5,1 T dari
target yang ditetapkan 3,2 T. Sehingga capaian realisasi investasi 2014
meningkat sebesar 159,38% (LAKIP Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung, 2014: 11-12).

Perusahaan yang mengajukan investasi di Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) dari tahun 2010 sampai tahun 2015



mengalami fluktuatif (naik turun) disetiap tahunnyayang memenuhi syarat
dan ketentuan yang berlaku pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi Lampung sebanyak 41 Perusahaan

yang diterima izin investasi.

Namun realitanya, terdapat sejumlah masalah yang dihadapi para pengusaha,
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), selaku organisasi pengusaha
yang langsung berhubungan dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT), menyatakan bahwa kualitas pelayanan
birokrasi di Lampung belum mendukung investasi. Adapun ke dua masalah
utama terkait perizinan yakni masalah waktu yang berbelit-belit dan pungutan
liar bahkan, HIPMI melansir bahwa, berdasarkan hasil survey KPK, rapor
BPMPPT Provinsi Lampung adalah yang terburuk kedua se-indonesia setelah
Kota Medan (Diakses dari http;//hipmi-lampung.org pada 18 Februari 2016

pukul 15.00).

Selain HIPMI, pengakuan pegawai di Bidang Ekonomi Pembangunan
BPMPPT Provinsi Lampung, memberikan pernyataan terkait lamanya waktu
proses izin investasi. Beliau menyatakan bahwa pengusaha harus melengkapi
berkas izin investasi yang rumit hampir 6 bulan. Setelah itu, berkas diproses

selama 3 tahun sebelum akhirnya izin investasi keluar (Hasil wawancara pada
tanggal 16 Februari 2016).Hal ini berbanding terbalik dengan standar
pelayanan BPMPPT vyang dilegalkan dalam Surat Keputusan Kepala

BPMPPT Provinsi Lampung Nomor 069/65/11.06/2014, bahwa jangka waktu



peneyelesaian surat izin investasi diproses selama 2 hari setelah permohonan

berkas dinyatakan lengkap dan benar.

Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka peneliti
akan mengangkat judul proposal penelitian yakni “Kinerja Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Perizinan Investasi di

Provinsi Lampung”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah penelitian sebagai berikut. “Bagaimana Kinerja Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Perizinan Investasi di

Provinsi Lampung” ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan tujuan sesuai dengan Rumusan Masalah di atas adalah :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Perizinan Investasi di Provinsi

Lampung

D. Kegunaan Penelitian
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan informasi bagi
pengembangan ilmu politik dan ilmu pemerintahan, khususnya yang
berkaitan dengan perizinan investasi dan kinerja Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.



2. Secara Praktis
Secara praktis penelitian ini sebagai informasi perizinan investasi dalam
menyikapi perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi
yang tertuang dalam startegic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering
digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun
kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok
individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria
keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak
dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat

diketahui karena tidak ada tolak ukurnya Mahsun ( 2006:25).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012:186) Kkinerja organisasi
didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenubhi
kebutuhan yng ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-
usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-
menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Wibowo (2011:7)
mengatakan bahwa kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang
memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.

Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil



kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung, Berdasarkan
beberapa definisi mengenai kinerja organisasi diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran
mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan

sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi.

1. Pengukuran Kinerja

Wibowo (2011:229) menjelaskan bahwa Pengukuran terhadap kinerja perlu
dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan Kkinerja terdapat deviasi
dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai
jadwal waku yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai
dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tesebut diperlukan

kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja.

Gary Dessler dalam Pasolong (2013: 182) menyatakan bahwa penilaian kinerja
adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai
seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya, yaitu untuk

mendorong kinerja seseorang agar bisa berada diatas rata-rata.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja
adalah menilai hasil kerja suatu organisasi publik. Penilaian hasil kerja tersebut
untuk melihat apakah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi publik telah sesuai

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh organisasi publik tersebut.



2. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012: 187)

mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan
sasaran program unit kerja.

2. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi

kelembagaan.

3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Organisasi Publik

Menurut Mahsun dalam Sinambela (2012:187) terdapat empat elemen pengukuran
kinerja organisasi publik, yaitu:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai sebagai
penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh organisasi publik.
Kemudian ditentukan sasaran yaitu tujuan organisasi yang dinyatakan secara
eksplisit dengan dibatasi waktu yang jelas kapan sasaran itu akan dicapai.
Selanjutnya ditentukan strategi pencapaiannya yang menggambarkan bagaimana

mencapainya.

2. Merumuskan Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kerja secara tidak langsung yaitu hal-hal
yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu
pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator dan ukuran kinerja ini sangat

dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.
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3. Mengukur Tingkat Ketercapaian Tujuan dan Sasaran-Sasaran Organisasi

Jika sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran
kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tuujuan, sasaran,
dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran

Kinerja yang telah ditetapkan.

4. Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Mahsun (2006:33) menyatakan bahwa Sektor publik tidak bisa lepas dari
kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk
mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia
jasa dan barang-barang publik. Pengukuran Kinerja sangat bermanfaat untuk
membantu kegiatan manajerial keorganisasian. Manfaat pengukuran kinerja
menurut Mahsun (2006:33-34) baik untuk internal maupun eksternal organisasi
sektor publik, antara lain:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian Kinerja.

2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.

3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya
dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksana
yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran Kinerja yang telah
disepakati.

5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya
memperbaiki kinerja organisasi.

6. Mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
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7.  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang dimaksud oleh LAN-RI dalam Dwiyanto (2006:177)
adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
suatu sasaran atau tujuan yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator
masukan (input), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan

dampak (impacts).

Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini
dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, dan kebijakan atau peraturan
perundang-undangan. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang dicapai
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator hasil
(outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator manfaat (benefits)
adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif
maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang

ditetapkan.
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BPKP dalam Mahsun (2006:71) menerangkan hal yang tidak jauh berbeda dengan

LAN-RI yang menyatakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif

dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau

tujuan yang telah ditetapkan. Dwiyanto (2006:178) menjelaskan beberapa

indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1.

Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai ratio antara input dengan output.

Kualitas Layanan, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai
organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap
kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap
layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.

Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja
karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi
publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar
dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
Akuntabilitas, yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan

birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.
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Menurut Hersey, Blanchard dnan Johnson dalam Wibowo (2011:102) terdapat
tujuh indikator Kinerja:

1. Tujuan

Tujun menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah
tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun
organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yan diinginkan.

2. Standar

Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai.
Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja
seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan
atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

3. Umpan Balik

Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan
kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan
evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan Kinerja.
4. Alat atau sarana

Alat atau sarana merupakan faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat
atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat
diselesaikan sebagaimana seharusnya.

5. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan
pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan
seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan

untuk mencapai tujuan.
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6. Motif

Motif merupakan alasan atau pendorog bagi seseorang untuk melakukan sesuatu,
tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, Kinerja tidak akan berjalan.

7. Peluang

Pekerja perlu mendpatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya.
Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak, dan

mengambil waktu yang tersedia.

Mahsun (2006:31) memaparkan bahwa organisasi publik memiliki sifat dan
karakteristik yang unik. Sehingga organisasi sektor publik memerlukan ukuran
penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya mengukur tingkat finansial dan
tingkat efisiensi. Pengukuran Kkinerja organisasi sektor publik meliputi aspek-
aspek sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok proses (process) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan,
ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Kelompok keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

4. Kelompok hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek
langsung.

5. Kelompok manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir

dari pelaksanaan kegiatan.
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6. Kelompok dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif

maupun negatif.

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti menggunakan

indikator kinerja menurut Mahsun dalam menilai Kinerja Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi Lampung .

Indikator ini digunakan oleh peneliti karena indikator ini menilai kinerja dari

berbagai aspek mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak.

Dengan begitu akan didapatkan hasil pengukuran Kkinerja organisasi yang lebih

akurat. Namun dari enam indikator yang dikemukakan oleh Mahsun tersebut,

dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat indikator diantaranya,
yakni:

1. Indikator masukan (input) yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
Melalui indikator ini yang menjadi ukuran adalah kompetensi SDM serta
sarana dan prasarana yang digunakan dalam perizinan investasi.

2. Indikator Proses (process) merupakan ukuran kegiatan, baik dari segi
kecepatan, ketepatan, mupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Hal-hal
yang menjadi ukuran dalam indikator ini yaitu prosedur pelaksanaan dan
standar waktu dalam perizinan investasi.

3. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsuung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Menurut
peneliti, yang menjadi keluaran (output) dalam penelitian ini adalah jumlah

surat izin investasi di tahun 2014.
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4. Indikator hasil (outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keuaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek
langsung. Dalam penelitian tingkat kepuasaan pengusaha terhadap Kkinerja
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT)

Provinsi Lampung.

B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi
kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Kondisi obyektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih
dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta
kualitas SDM aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat masih banyaknya
keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui

media masa.

1. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri PAN No. 25 tentang Pelayanan
Publik Tahun 2004 berarti, “segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan”.Menurut Pasolong (2010:128) Pelayanan pada dasarnya dapat
didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, kelompok dan/atau organisasi baik
langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Pasolong

(2010:128) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan
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melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan menurut Sinambela
(2005:5) dalam Pasolong (2010:128) Pelayanan publik adalah sebagai setiap
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam hasilnya tidak terikat pada
suatu produk secara fisik. Berdasarkan berbagai pendapat di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah aktivitas/kegiatan pemberian
layanan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu, yaitu kesejahteraan

masyarakat.

2. Asas-asas Pelaksanaan Pelayanan Publik

Pengertian asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah prinsip-prinsip
dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman
penilaian kinerja bagi setiap lembaga penyelenggara pelayanan publik.Asas-asas
yang dapat dikategorikan sebagai asas-asas umum administrasi publikyang baik
(general principles of good administration) ini harus bersifat umum dan adaptif
terhadap keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara
publik. Bersifat umum karena asas-asas ini secara langsung menyentuh hakikat
pelayanan publik sebagai wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak dan atau tugas pelaksanaan perintah

peraturan perundang-undangan.

Bersifat adaptif, karena asas-asas ini harus dapat berfungsi sebagai acuan dalam
setiap kegiatan administrasi Negara yang bersentuhan langsung dengan pemberian

pelayanan kepada masyarakat umum, baik di bidang pelayanan administratif,
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pelayanan jasa, pelayanan barang, ataupun kombinasi daripelayanan-pelayanan

tersebut. Dengan sifat adaptif ini maka asas-asas ini dapat selalu dijabarkan lebih

lanjut di dalam penetapan aturan-aturan teknis, baik yang menyangkut sistem,

prosedur, standar kualitas, pelayanan keluhan, dan sebagainya dari setiap jenis

pelayanan publik. Menurut Mahmudi (2005:234) dalam memberikan pelayanan

publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan

publik yaitu:

a)

b)

d)

f)

Transparansi Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Kondisional Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada
prinsip efisiensi dan efektifitas.

Partisipasi Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Tidak Diskriminatif Pemberian pelayanan publik tidak membedakan suku,
ras, agama, golongan, gender, status sosial dan ekonomi.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban Pemberian pelayanan publik harus
memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.Pada dasarnya pelayanan
publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat

sederhana (dalam arti lugas, bukan dengan cara yang tradisional), terbuka,
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lancar, tepat, lengkap,wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah menurut

Ibrahim (2008:19-20) setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur dasar (asas-

asas) antara lain sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik
tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing
pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.

c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus
diupayakanagar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,
dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga
Pemerintah/Pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka
Instansi/Lembaga  Pemerintah/Pemerintahan ~ yang  bersangkutan
berkewajiban “memberipeluang” kepada masyarakat untuk ikut
menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Sedangkan Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan yakni :

1. Kepentingan umum Adalah kepentingan orang banyak yang untuk
mengaksesnya, tidak mensyaratkan beban tertentu. Kepentingan yang harus

didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap
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memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan-
kepentingan lain.

Kepastian hukum Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan. Keadaan dimana perilaku manusia, baik
individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor
yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kesamaan hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Keseimbangan hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik
harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
KeprofesionalanSuatu keahlian dan kemampuan dalam mengerjakan suatu
pekerjaan dalam satu bidang.

Partisipatif Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publikdengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatifPerlakuan yang didapat dari para
pelayan publik sama rata dan tidak melihat dari strata sosial masyarakat
tersebut.

Keterbukaan Semua proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka
agar mudah diketahui dandipahami masyarakat baik yang diminta ataupun
tidak.

Akuntabilitas Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.
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10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok Fasilitas yang didapat setiap
orang sama, tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok tertentu.

11. RentanPelayanan publiknya mudah terpengaruh oleh hal-hal yang
mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat.

12. Ketepatan waktu Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu
yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

13. Kecepatan, kemudahan dan kejangkauanTempat dan lokasi serta sarana
pelayanan yang memadai, mudahdijangkau oleh masyarakat, dapat
memanfaatkan teknologi telekomunikasi informatika. Dari asas-asas tersebut
terlihat bahwa dalam pelaksaaannya pelayanan publik ditujukan kepada
semua masyarakat termasuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pelayanan
publik yang terbaik adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua elemen
masyarakat. Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan mempermudah
masyarakat dalam aktivitasnya.3.Hakikat Pelayanan PublikHakikat pelayanan
publik menurut Rahmayanty (2010:86) adalah pemberian pelayanan prima
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sedangkan menurut Sedarmayanti
(2004:83) Hakikat pelayanan publik yaitu :

(@ meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah di bidang pelayanan publik; (b) mendorong upaya pengefektifan

sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan publik dapat
diselenggarakan lebih berdaya guna dan berhasil guna; (¢) mendorong tumbuhnya
produktivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam derap langkah

pembangunan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
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Sementara itu,menurut Ibrahim (2008:19) Hakikat pelayanan publik atau

pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat luas) antara lain:

a) Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintah/pemerintahan di bidang
pelayanan umum;

b) Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan
sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat
diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;

c) Mendorong tumbuhnya Kkreativitas, prakarsa dan peran serta partisipasi
masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat luas.Berdasarkan beberapa pengertian dan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa hakikat pelayanan publik adalah pelayanan prima kepada
masyarakat sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini, penyelenggaraan
pelayanan publikperlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola
penyelenggaraan, biaya pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat
kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan
dan sengketa serta evaluasi kinerjapenyelenggaraan pelayanan publik.
Pemberian pelayanan primakepada masyarakat merupakan perwujudan

aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

3. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
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Menurut Rahmayanty (2010:89-90) standar pelayanan sekurang-kurangnya
meliputi:

1.Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan
termasuk pengaduan

2.Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan

3.Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan

4.Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan

5.Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara
pelayanan publik

6.Kompetensi petugas pemberi pelayanan publik

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan berdasarkan
pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Sedangkan Macaulay dan Cook dalam Pandji Santosa (2008:63), memberikan kiat
meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yaitu :

1.menciptakan kepemimpinan yang Dberorientasikan pelanggan (customer

oriented).
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2.Menciptakan citra positif di mata pelanggan.
3.Bersikap tegas tetapi ramah terhadap pelanggan.
4.Mengelola proses pemecahan masalah.
5.Pengembangan budaya persuasi positif dan negosiasi.

6.Mengatasi situasi sulit yang dihadapi pelanggan.

Menurut Surjadi (2009:46), kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut

dengan pelayanan prima, banyak ragamnya menurut pakar, namun esensi

pelayanan prima pada dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu CETAK, yang

terdiri dari Cepat, Tepat, Akurat, dan Berkualitas. CETAK dalam hal ini

maksudnya adalah:

1. Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan waktu
tunggu yang lama.

2. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek waktu,
biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi petugas.

3. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus ada
kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya.

4. Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanannya tidak seadanya sesuai
dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak, dan untuk kepentingan

pelanggan.

Berdasarkan uraian diatas, maka standar pelayanan menjadi faktor kunci dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.Dapat dikatakan bahwa standar
pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
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pelayanansebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada

masyarakat memberikan pelayanan yang berkualitas.

C. Tinjauan Tentang Perizinan
Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin,
didalam kamus hukum, izin (vergunning), dijelaskan sebagai : pernyataan
mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan
membolehkan.Sedangkan menurut Syafrudin (2012) mengatakan bahwa izin
bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi

boleh.

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan
Peraturan Perundang - undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan
atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 1zin dalam arti luas ialah
suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang - undang atau peraturan
pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan -
ketentan larangan perundang - undangan. Dengan memberikan izin penguasa
memperkenankan orang yangmemohonnya untukmelakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Inimenyangkut perkenaan bagi
suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan
khusus atasnya.lzin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada
suatu peraturan izinpada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat
undangundang untukmencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi
keadaankeadaanyang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan

yang oleh pembuatundang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun
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dimana iamenginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.
Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin
adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-
undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan
persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan
perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin
tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu
persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian,
yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh

seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

. Jenis dan Bentuk lIzin

Menurut Muslimin (2009: 78), bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga

bahagian bentuk perizinan (vergunning) vyaitu :

a. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (Deiegenlyke).
Dasarpemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah
bahwa hal - hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan
pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya : 1zin perusahaan
bioskop.

b. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam
pembuat undang - undang sebenamya dalam prinsipnya tidak berniat
mengadakan pengecualiaan.

c. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri clan menganjurkan

adanya usaha - usaha ;ndustri gula atau pupuk dengan memberikan
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fasilitas - fasilitas kewenangan kewajiban. Jadi izin adalah merupakan

ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu

perbuatan yang dibenarkan oleh undang - undang, atau peraturan yang
berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah :

1. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis rnerupakan suatu bentuk
perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang
berwenang sesuai izinyang dimintakan, serta penuangan pemberian
izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak
yang berwenang di instansi tersebut

2. .Dengan Lisan.Bentuk izin secara lisan dapat di temukan dalarn hal
pengeluaran pendapatdi muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada
dasarnya hanya dilakukanoleh suatu organisasi untuk melakukan
aktivitasnya serta melaporkanaktivitasnya tersebut kepada instansi
yang berwenang. Bentuk izin denganlisanini hanya berfungsi sebagai

suatu bentuk pelaporan semata.

2. Pihak —Pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin
Menurut Situmorang (1989: 4) Secara langsung pada bagian ini dapat
dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah
Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang dernikian harus dapat dilihat izin
yang bagaimnakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan
demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang
mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin keramaian atau izin
mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan

rnelalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dlalcukan.
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Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka
dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang
melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada
masyarakat.Agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur
administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus
diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang -
undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya
disebut dengan kekeluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Guben ur,
Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar
kebijaksanaan. Menurut Atmosudirjo (2004: 233) Di samping keleluasaan
tali, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam
administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan
Perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai

"onrechtmatig overheaddaat".

Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum balk formil maupun
materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan - kewenangan menurut
undang-undang (kompetentie). Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan
administrasi negara/Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara
garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan

2. Perbuatan melaksanakan peraturan. Sementara itu perbuatan administ

rasi negara/Pemeri ntah itu adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).
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b.Berdasarkan hukum (recht handeling).

. Perbuatan hukum privat.

. Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat
dibagiatas :
a) Perbuatan hukum publik yang sepihak
b) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak. Kemudian Amrah
Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua)
macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah,
yakni :
a.Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara
tidaklangsung menimbulkan akibat- akibat hukurn.
b.Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatanyangsecara
langsungmenimbulkan akibat-akibat hukum. Pendapat lain
tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah
seperti yang dikemukakan oleh Atmosudirjo (2004: 252)
Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam
perbuatan hukum administrasi negara,yakni :
1. Penetapan (beschiking, administrative dicretion).
Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara
dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang
berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum
tersebut hams sepihak dan harus bersifat administrasi
negara. Artin ya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan

undang-undang secara nyata kasual, individual.
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2. Rencana (Planning).

3. Salah satu bentuk dari perbuatan hukum Administrasi
Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hulcuin
(yang mengikat) antarapenguasa dan para warga masyarakat.

Norma jabatan (Concrete Normgeving)
Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari
penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu
ketentuan undangundang mempunyai isi yang konkret dan
praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan
tempat.
Legislasi Semu (Pseudo Weigeving).
Adalah pencipataan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat
administrasinegara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan
sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan
suatu ketentuan undang-undang) akan seperti yang dikemukakan
olehAtmosudirjo (2004: 275).Menurutnya perbuatan dibagi ke
dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara,
yakni :

1) Penetapan (beschiking).

Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara

dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang

berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum

tersebut harus sepihak dan harus bersifat administrasi negara.
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Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-
undang secara nyata kasual, individual.

2) Rencana (Planning).

Salah satu bentuk dari perbuatan llukum Administrasi Negara
yangmenciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat)
antarapenguasa dan para warga masyarakat.

3)Norma jabatan (ConcreteNormgeving).Merupakan suatu
perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasaadministrasi
negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuanundang-
undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta
dapatditerapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4)Legislasi Semu (Pseudo Weigeving).

Adalah pencipataan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat
administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan
sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan
suatuketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan
secara meluas. Memperhatikan batasan, ruing lingkup serta
perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah
bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu
perangkat ketentuan yang mernuat sekaligus memberikan cara
bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yanglazim
disebut "negara™ dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya
demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama.

Dalarn praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita tnenyebutkan
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bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur
pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu
"Keputusan  Pemerintah”.  Selanjutnya menurut  llukum
Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tu.gas —
tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara
singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan

Umum®".

D. Kerangka Pemikiran

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan badan
yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan penyusunan dan pelakasanaan
kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi

kewenangannya.

Sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan penyusunan
kebijakan daerah dibidang investasi. Masalah tersebut antara lain adalah kinerja
yang belum baik terhadap para pengusaha investasi yang ingin berinvestasi di

BPMPPT Provinsi Lampung.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dalam perizinan investasi di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh
BPMPPT tersebut maka dilakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan
BPMPPT dalam memberi izin investasi terhadap pengusaha. Dalam melakukan
penilaian kinerja tersebut digunakan indikator kinerja menurut Mahsun (2006: 31)
yaitu masukan (input), keluaran (output), proses (process), hasil (outcome)

merupakan indikator yang tepat untuk digunakan dalam mengukur Kinerja
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BPMPPT dalam memberikan izin investasi terhadap pengusaha yang ingin
berinvestasi. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator ini didalam

penelitian.

Indikator masukan (input) yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Melalui
indikator ini yang menjadi ukuran adalah kompetensi SDM serta sarana dan
prasarana yang digunakan dalam perizinan investasi. Proses (process) merupakan
ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, mupun tingkat akurasi
pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi ukuran dalam indikator ini yaitu
prosedur pelaksanaan dan standar waktu yang sesuai pada prosedur yang berlaku.
Indikator keluaran (output) adalah jumlah surat izin investasi di tahun 2014
Menurut peneliti, yang menjadi keluaran (output) dalam penelitian ini adalah
jumlah surat izin investasi yang telah mendaftar untuk berinvestasi. Untuk lebih
mudah memahami inti dari penelitian ini, maka peneliti menggambarkan dalam

bentuk kerangka pikir.



BPMPPT

Pelayanan Perizinan
Terpadu

Kinerja
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Pengukuran kinerja

(2006: 31) dengan
menggunakan indikator:
1. Masukan (input)

a. Kompetensi SDM

b. Sarana dan Prasarana

2. Proses (process)

a. Prosedur Pelaksanaan
b. Ketepatan waktu

3. Keluaran (output)

di tahun 2014
4. Hasil (outcome)
a. Tingkat kepuasan

5.Manfaat(benefit)

izin investasi

6.Dampak (Impact)
a.Pengaruh positif yang
ditimbulkan dari Kinerja
BPMPPT

b. Pengaruh negatif yang
ditimbulkan dari Kinerja
BPMPPT

organisasi menurut Mahsun

a. Jumlah surat izin investasi

pengusaha terhadap Kinerja
BPMPPT Provinsi Lampung

Tujuan akhir keluaran surat

Baik Cukup
Baik

Tidak
Baik

Gambar 1. Kerangka Pemikiran




111.METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe kualitatif yang
dideskriptifkan yaitu suatu penelitian yan bertujuan untuk memperoleh
gambaran serta memahami dan menjelaskan Bagaimana kinerja organisasi
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Lampung dalam pemberian perizinan usaha. Tipe penelitian kualitatif

digunakan karena penelitian kualitatif dapat akurat dan terperinci.

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012: 9), penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan
dan lain sebagainya. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Arikunto (2010: 234) penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk
menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambaran “apa adanya” tentang

sesuatu variabel, gejala atau keadaan.



B. Fokus Penelitian
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Menurut Moleong (2006: 92) fokus penelitian yaitu pokok permasalahan apa

yang menjadi pusat perhatian dari sesuatu yang kurang atau tanpa masalah

baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peniliti. Pada fokus

penelitian dimaksudkan untuk membantu penulis agar dapat melakukan

penulisannya.

Adapun yang menjadi ukuran dalam fokus penelitian ini adalah ingin

mengetahui Bagaimana Kinerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Lampung Dalam Perizinan InvestasiApakah

berjalan secara efektif dan efisien. Dilihat dari Standard Operating Procedure

(SOP) Yang meliputi sebagai berikut.

Tabel 1 Kisi-kisi wawancara

NO Indikator Sub Indikator Sumber Informasi

1. Masukan (Input) a.Kompetensi SDM | Dokumen
b.Saranan Prasarana | Kepegawaian

Saranan Prasarana

2. Proses (Process) a.Prosedur SOP Pelayanan
Pelaksanaan BPMPPT
b.Kecepatan

3. Keluaran (Output) Jumlah Surat I1zin Dokumen terekait
Investasi Tahun pengeluaran Surat
2010-2015 Izin Investasi
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Hasil (Outcome)

Tingkat kepuasaan

Wawancara bersama

pengusaha terhadap | HIPMI dan
Kinerja BPMPPT BPMPPT
Manfaat (Benefit) Tujuan akhir BPMPPT dan
keluaran surat izin HIPMI
investasi
Dampak (Impact) a.Pengaruh positif BPMPPT dan
yang ditimbulkan HIPMI

dari Kinerja
BPMPPT

b. Pengaruh negatif
yang ditimbulkan
dari Kinerja

BPMPPT
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Penetapan lokasi
penelitian akan dapat mempermudah untuk mengetahui lokasi suatu penelitian
dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung. Hal ini di dasarkan

dengan instansi tersebut diberi kewenangan untuk melakukan penelitian.

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada kantor Badan Penanaman
Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Provinsi lampung yang
meliputi:

1. Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

beralamat di Jalan Cut Mutiah No.25, Bandar Lampung 35211

D. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif
adalah data yang tidak dapat diukur dengan satuan ukuran tertentu dan
menunjukkan kualitas objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian
ini adalah :
1. Data Primer
Data Primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara
berdasarkan panduan wawamcara (Interview dan dokumentasi dari

BPMPPT Provinsi Lampung.
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2. Data Sekunder
Data seunder merupakan sumber tertulis dapat dibagi menjadi sumber
buku, sumber dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP), koran dan dokumen lainnya.

E. Sumber Data
Sanggar Kanto dalam Burhan Bungin (2003: 53), menyatakan bahwa
penelitian kualitatif tidak bermaksud menggambarkan karakteristik populasi
ataumenarik generalisasi kesimpulan yang berlaku bagi suatu populasi,
melainkan lebih fokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dalam
prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana peneliti
menentukaninforman kunci atau key informant atau situasi sosial tertentu
yang sarat kualitatif ditentukan secara sengaja (purposive sampling) jika
dalam tahap pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi

makapenelitian dapat dikatakan telah mendapatkan sebuah kesimpulan.

Penentuan informan secara purposive sampling dalam penelitian ini adalah

dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mereka yang mengetahui terkait perumusan masalah dalam penelitian

2. Mereka yang mengetahui langsung atau tidak langsung tentang
permasalahan yang diteliti serta mampu memberikan jawaban baik secara
langsung maupun tidak langsung

3. Unsur yang melayani perizinan investasi

4. Unsur yang dilayani dalam perizinan investasi (khusus kriteria yang

dilayani ini, ditentukan informan dari pihak pengusaha)
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Berdasarkan beberapa kriteria tersebut maka informan penelitian ini adalah:

1. Informan dari pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu sebanyak 2 orang

2. Informan dari pihak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI),
sebagai organisasi/lembaga yang menghimpun para pengusaha muda
secara formal sebanyak 1 orang. Kelemahan penentuan informan ini
adalah tidak semua perusahaan yang ada di Provinsi Lampung terdaftar
dalam keanggotaan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Provinsi Lampung, sehingga jawaban informan dari HIPMI, hanya
mempresentasikan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam HIPMI

dan tidak mewakili seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data, sebagai berikut:

1. Wawancara
Peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang terlibat
dengan masalah yang diteliti. Kegiatan wawancara yang dilaksanakan
dengan terlebih dahulu mengajukan surat izin penelitian, mengonfirmasi
kesediaan informan untuk memberikan informasi dan melakukan
wawancara dengan informan dari BPMPPT Provinsi Lampung.

2. Dokumentasi
Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen

yang bentuk tulisan, laporan, hasil rapat. Pada penelitian ini, peneliti
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mencari atau menemukan sejumlah dokumen yang terkait dengan
penelitian adalah : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) dan data perizinan investasi pada Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT).

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah

mengolah data tersebut. Adapun tahap-tahap pengolahan data tersebut yaitu :

1. Editing
Editig ialah teknik mengelola data dengan cara meneliti kembali data
yang telah diperoleh dari lapangan guna menghindari kekeliruan atau
kesalahan penulis, sehingga akan mendukung proses penelitian
selanjutnya. Tahap editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam
penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-
kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku
dan bahasa yang mudah dipahami.

2. Interpresasi
Interprestasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang
lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.
Dalam penelitian ini interprestasi dilakukan dengan cara meninjau hasil
penelitian secara kritis dengan menggunakan teori yang relevan dan
informasi akurat yang diperoleh di lapangan. Interprestasi yang dilakukan
oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian
mengenai indikator kinerja dalam hal lama waktu yang diperlukan setiap

izin investasi atau usaha.
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H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan di analisis secara deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubung antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2012: 248) analisis data merupakan proses
mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah dipahami oleh para
pembaca. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :
1. Reduksi data
Reduksi data ialah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang
muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.
Reduksi data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian adalah hasil
penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi
kemudian disusun agar lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-
pokok hasil penelitian untuk mempermudah penelitian dalam mencari
kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.
2. Penyajian Data
Penyajian data adalah data yang disajikan dalam bentuk kutipan —kutipan

hasil wawancara, diurutkan sesuai dengan reduksi yang telah diurutkan.



43

3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus
sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki
lokasi dan selama proses pengumpulan data. Penelitian berusaha untuk
menganalisis data yang ada kemudian diwujudkan dalam suatu
kesimpulan yang bersifat tentatif. Dengan bertambahnya data selama
penelitian berlangsung, maka pada setiap kesimpulan dilakukan verifikasi

secara terus menerus.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan teknik
analisis data merupakan cara penyusunan data untuk mempermudah bagi
pembaca dalam memahami suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dalam
penelitian ini penulis menganalisis dengan cara reduksi data yaitu data
dari hasil penelitian dikumpulkan hanya jawaban yang diperlukan saja

dapat digunakan.

Untuk menjawab tujuan penelitian peneliti  memberikan penilaian

terhadap jawaban informan pada indikator-indikator Kinerja yang

diajukan, terdiri dari:

a. Penilaian baik, apabila jawaban informan terhadap indikator kinerja
seluruhnya adalah positif (kelebihan)

b. Penilaian cukup baik, apabila jawaban informan terhadap indikator
kinerja, ada yang positif (kelebihan) dan ada yang negatif (kelemahan)

c. Penilaian tidak baik, apabila jawaban informan terhadap indikator

kinerja seluruhnya adalah negatif (kelemahan)



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kedudukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Daerah Provinsi Lampung

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi
Lampung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi
Lampung yang terbentuk pada Tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi
Lampung mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa: melakukan promosi peluang dan potensi Provinsi
Lampung melayani penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara
terpadu (one stop service) melakukan pemantauan, pengawasan, dan
pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Provisni Lampung.

(Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

Provinsi Lampung)

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
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Kabupaten/Kota, dimana pada poin tentang pembagian urusan pemerintah

bidang penanaman modal ditegaskan pemerintah daerah provinsi

menyelenggarakan:

1. Kebijakan penanaman modal lintas kabupaten/kota

2. Kerjasama penanaman modal di tingkat provinsi

3. Promosi penanaman modal di tingkat provinsi baik promosi didalam negeri
maupun di luar negeri

4. Pelayanan penanaman modal yaitu pemberian perizinan investasi lintas
kabupaten/kota

5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal lintas kabupaten/kota

6. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

7. Pelatihan aparatur penanaman modal kabupaten/kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai
berikut: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi
kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan
pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan olen Gubernur berdasarkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Provinsi Lampung)
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Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi

Lampung dalam melaksanakan tugas menyelenggaraan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan
Pelayanaan Perizinan Terpadu

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

5. Pengelolaan administratif.

(Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah

Provinsi Lampung)

. Visi dan Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Daerah Provinsi Lampung

Visi pembangunan Provinsi Lampung penting sekali untuk dijadikan sebagai
visi bersama (shared vision). Berdasarkan kepada modal dasar Provinsi
Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 maka Visi Provinsi Lampung 2015-2019

adalah: “Lampung Maju dan Sejahtera 2019

Upaya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Lampung Tahun 2014-2019, telah dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah

2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan
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sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, budaya masyarakat, dan
toleransi kehidupan beragama

4. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
yang berkelanjutan

5. Menegakkan supremasi hukum, membangun peradaban demokrasi, dan

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan misi Provinsi Lampung 2014-2019, Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, termuat dalam Misi 1
yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian
daerah. Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro
growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi
Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan
ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang
kuat ditandai oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.
(Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Provinsi Lampung)

D. Susunan dan Uraian Tugas Organisasi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
Susunan dan uraian tugas organisasi pada Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung adalah:
a. Kepala

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Lampung mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan
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mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan
sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam
kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang

diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan dan pelayanan
admistrasi  umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksanaan,
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, kearsipan, pengolahan
data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.

Sekretariat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
ketatausahaan,  kepegawaian,  perlengkapan, kerumahtanggaan,
keprotokolan serta pelayanan umum di lingkungan Badan Penanaman
Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

urusan keuangan.
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Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan
menyusun program, pengumpulan data analisis data evaluasi program

dan pelaporan.

c. Bidang Promosi Investasi

Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas merencanakan Kkegiatan

promosi, memasarkan, membuat berbagai kelebihan dan keunggulan

kompetitif dan komparatif yang dimiliki daerah dan berbagai potensi serta

peluang investasi yang tersedia atau yang dapat disediakan sebagai produk

pemasaran yang dapat mempengaruhi minat para pemilik modal dan

teknologi yang potensial untuk melakukan kegiatan investasi di daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang

Promosi Investasi mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

Menyusun program perencanaan kegiatan di bidang promosi
Melakukan penyusunan bahan — bahan promosi investasi yang
berpeluang/potensi investasi daerah yang dikemas dalam bentuk multi
media (media cetak, elektronik, antara lain website dan anjungan
informasi layar sentuh atau IT lainnya)

Melakukan dan mengikuti pameran baik dalam negeri maupun luar
negeri dalam rangka memasarkan, menginformasikan dan
mempromosikan peluang investasi daerah agar dikenal bagi calon

investor
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5)

6)

7)
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Mengkaji, merumuskan dan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan
teknis dan pembinaan dalam promosi penanaman modal kepada
Kabupaten/Kota

Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik
di dalam negeri maupun luar negeri yang melibatkan kabupaten/kota
Mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi
promosi skala provinsi

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Promosi Investasi terdiri dari:

1)

Sub Bidang Promosi Investasi

Sub Bidang Promosi Investasi mempunyai tugas mempromosikan,
memasarkan berbagai fasilitas, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki
daerah serta berbagai potensi peluang investasi yang tersedia melalui
pameran dalam dan luar negeri, publikasi, temu usaha, serta bentuk
promosi lainnya serta menggalang dan memberdayakan semua

peluang/potensi daerah

Rincian Tugas Sub Bidang Promosi Investasi sebagai berikut:

a) Menyusun materi promosi potensi daerah

b) Menyiapkan materi dalam melaksanakan koordinasi promosi,
memasarkan berbagai fasilitas, kelebihan & keunggulan yang

dimiliki daerah



d)

o1

Menyiapkan paket promosi melalui media elektronik yaitu
pemanfaatan teknologi informasi multimedia (website, Informasi
Layar Sentuh)

Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas sub bidang promosi

investasi.

2) Sub Bidang Bahan Promosi

Sub Bidang Bahan Promosi mempunyai tugas menyusun, membuat,

dan mengemas berbagai bahan promosi berupa peluang investasi daerah

untuk dijadikan profile bidang usaha dari profile berbagai sektor

investasi yang prioritas dan potensial. Kegiatan ini melalui informasi

promosi media cetak dan media elektronik.

Rincian Sub Bidang Bahan Promosi sebagai berikut:

a)

b)

d)

Menyiapkan  bahan yang  komprehensif  dalam  rangka
menginformasikan promosi melalui media cetak (booklet, leaflet,
pamflet, brosur, baleho, billboard dll) antara lain guide for investor,
investment prosedures, law and regulations, commodity profiles,
country profiles

Menyiapkan bahan promosi yang diolah dengan bantuan informasi
dan kerjasama dari berbagai pihak (KADIN, APINDO atau asosiasi
dunia usaha lainnya)

Menyiapkan paket promosi melalui media elektronika yaitu
pemanfaatan teknologi informasi (website, anjungan informasi layar
sentuh atau IT lainnya)

Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bahan Promosi
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d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
Bidang Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan
kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal terhadap realisasi investasi proyek PMA/PMDN dan non
PMA/PMDN di wilayah Provinsi Lampung serta penyelesaian masalah dan

hambatan yang dihadapi investor.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari:

1) Sub Bidang Pengawasan
Sub Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan
guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas
pelaksanaan penanaman modal.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas dan fungsi
melakukan evaluasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) yang disampaikan oleh penanam modal secara berkala

e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di
Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat secara terpadu berdasarkan
kewenangan yang dimiliki serta melaksanakan kewenangan Pemerintah

sesuai dengan asas dekonsentrasi
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Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan
Sub Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu.

2) Sub Bidang Pelayanan Perizinan Kesejahteraan Rakyat
Sub Bidang Perizinan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan di bidang ekonomi dan
pembangunan secara terpadu berdasarkan kewenangan yang dimiliki serta

melaksanakan kewenangan Pemerintah sesuai dengan asas dekonsentrasi.

. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hukum

Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hukum mempunyai tugas
mengakomodir hubungan antar lembaga terkait baik pusat dan daerah
mengenai penanaman modal dan perizinan terpadu, memberikan advise,
solusi hukum, koordinasi, konsultasi, pembinaan, pelayanan hukum dan
pengaduan hukum (arbitrase) bagi kerjasama penanaman modal dan
perizinan terpadu antar Government To Government (G2G), Government To
Business (G2B) atau Business To Business (B2B).

(Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
Provinsi Lampung)



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi
Lampung dalam memberikan dalam perizinan investasi tahun 2010-2015
dikategorikan baik

2. Kategori baik dapat dilihat dari 4 indikator yaitu:

a. Keluaran (output) yang dikeluarkan sebanyak 41 izin investasi

b. Hasil (outcome), penguna atau pengusaha mendapatkan pelayanan yang
memuaskan

c. Manfaat (benefit), telah dicapai dengan adanya surat izin investasi bagi
pengusaha di Provinsi Lampung yang dimanfaatkan sebagai menanamkan
investasi

d. Dampak (impact), telah dicapai dengan pertumbuhan ekonomi yang

meningkat dan pengusaha memiliki modal yang semakin besar

3. Meskipun masuk dalam Kkategori baik, penelitian ini menemukan juga
beberapa indikator yang dikategorikan cukup baik yaitu:

a. Masukan (input), dari 105 pegawai terdapat 55 pegawai berpendidikan S1

dan pegawai melaksanakan kinerja di bidang pelayanan perizinan investasi

dan sarana prasarana yang cukup memadai
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b. Proses (process), sudah terlaksananya proses sesuai dengan prosedur tetap
penerbitan perizinan investasi sebagai panduan bagi petugas dan

masyarakat dalam pelayanan perizinan investasi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya optimalisasi kinerja para pegawai yang secara langsung
berhadapan dengan masyarakat dalam perizinan, dengan cara mengikut
sertakan para pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, baik yang
berkenaan dengan masalah pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan.

2. Hendaknya ditingkatkan proses penyelesaian pekerjaan pelayanan perizinan
investasi dengan tidak memihak kepada siapapun dan menjunjung tinggi

prinsip keadilan
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